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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

5.1.1 Dapat disimpulkan dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Kota
Padang dalam pengembangan Kota Wakaf merupakan bagian dari
upaya strategis pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi
ekonomi syariah berbasis wakaf. Kebijakan ini didasarkan pada regulasi
yang berlaku serta dukungan kelembagaan yang melibatkan berbagai
pihak, seperti instansi pemerintah daerah dan lembaga pengelola
wakaf. Secara substantif, kebijakan ini bertujuan untuk
mentransformasikan wakaf dari pola tradisional (konsumtif) menuju
wakaf produktif yang mampu memberikan dampak ekonomi jangka
panjang. Pemerintah daerah berupaya menjadikan wakaf sebagai
instrumen  pemberdayaan. wekonomi  masyarakat, penguatan
kesejahteraan sosial, se engembangan infrastruktur keumatan.
Namun demikian, has menunjukkan bahwa implementasi

hnya [@8rjalag mal. Hal ini terlihat dari

masih terbJiEs nys I mengenai konsep wakaf
produktif, b h aset wakaf, serta belum
meratanya p di seluruh wilayah. Dengan

demikian, arah vyang jelas,
efektivitas pelakSanaanny® i eflukan penguatan dalam aspek
teknj operasional

5.1.2 Dalaﬂjunfwi:A'Mn BQNJ% Wakaf, terdapat
sejumlah faktornPAkaw jadi modal utama keberlanjutan
program. Pertam, ukum yang jelas memberikan

legitimasi bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan program
wakaf. Kedua, potensi aset wakaf yang cukup besar di Kota Padang
menjadi peluang strategis untuk dikembangkan secara produktif.
Ketiga, adanya dukungan dari lembaga keagamaan dan tokoh
masyarakat turut memperkuat implementasi kebijakan. Di sisi lain,
terdapat faktor penghambat yang cukup signifikan. Salah satu kendala
utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki
kompetensi profesional dalam manajemen wakaf produktif. Selain itu,
koordinasi antarinstansi yang belum sepenuhnya terintegrasi
menyebabkan pelaksanaan program belum berjalan secara sistematis
dan berkelanjutan. Hambatan lain berupa kurangnya transparansi dan
sistem pengawasan yang efektif juga berpotensi menurunkan tingkat
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kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf. Dengan
demikian, keberhasilan pengembangan Kota Wakaf sangat dipengaruhi
oleh kemampuan pemerintah dalam memaksimalkan faktor
pendukung sekaligus meminimalisir hambatan yang ada melalui
penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola yang lebih
profesional.

5.1.3 Ditinjau dari perspektif siyasah idariyyah, kebijakan pengembangan Kota

Saran

Wakaf di Kota Padang secara normatif telah sejalan dengan prinsip-
prinsip administrasi pemerintahan dalam Islam. Prinsip kemaslahatan
(maslahah) tercermin dalam tujuan kebijakan yang berorientasi pada
kesejahteraan masyarakat. Prinsip amanah terlihat dari tanggung
jawab pemerintah dalam mengelola dan mengawasi aset wakaf
sebagai harta umat. Prinsip keadilan dan transparansi juga menjadi
landasan dalam pengelélaanyagar manfaat wakaf dapat dirasakan
secara merata. Namtn, dajam tataran implementasi masih diperlukan
prinsip-prinsip  tersebut.
san yang akuntabel, serta
ing yang harus diperkuat
ormatif, tetapi juga efektif
dan berkela : K eoritis, penerapan siyasah
idariyyah me ; merintahan yang baik (good
governance) Y@ efisiensi, akuntabilitas, dan
partisipasi ma Eivarakat Oleh karena |tmengembangan Kota Wakaf di

KotaUc'aNp MAM B@ e’a@ em administrasi dan
manajemen yangém dern.tanga meninggalkan nilai-nilai syariah
sebagai fondasi u EAN é

5.1.4 Pemerintah Kota Padang disarankan untuk memperkuat landasan

regulasi pengelolaan wakaf melalui pembentukan peraturan daerah
atau kebijakan teknis yang secara khusus mengatur pengembangan
kota wakaf. Regulasi tersebut diperlukan guna memberikan kepastian
hukum, memperjelas kewenangan antarlembaga, serta menjamin
keberlanjutan kebijakan wakaf sebagai bagian dari pembangunan
daerah.

5.1.5 Pemerintah Kota Padang perlu memperkuat koordinasi dan sinergi

kelembagaan antara pemerintah daerah, Badan Wakaf Indonesia,
Kementerian Agama, serta lembaga keuangan syariah. Sinergi tersebut
penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan, meningkatkan
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efektivitas program wakaf, serta memastikan pengelolaan wakaf
berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik (good
governance).

Peningkatan kapasitas nazhir perlu menjadi proritas dalam
pengembangan kota wakaf. Pemerintah daerah bersama BWI dan
Kementerian Agama diharapkan dapat memperluas program
pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi nazhir agar mampu
mengelola wakaf secara professional, produktif, dan akuntabel. Nazhir
yang kompeten merupakan kunci utama keberhasilan pengelolaan
wakaf yang berorientasi pada kemaslahatan masayarakat.

5.1.7 Pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan literasi dan

5.1.8 Bagi peneli

partisipasi masyarakat dalam perwakafan, khusunya terkait wakaf
produktif dan wakaf uang. Upaya ini dapat dilakukan melalui sosialisasi
yang berkelanjutan, edudkasi berbasis komunitas, serta pemanfaatan
media digital agar’ mas kat. memiliki pemahaman yang lebih
komprehensif tentan kaf dalam_ pembanguan sosial dan
ekonomi.

uk melakukan penelitian
plementasi kebijakan kota
i aspek yuridis, ekonomi,
kesejahteraan masyarakat.
din yang menerapkan konsep
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